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Seiring dengan pilar utama negara hukum, yaitu asas legalitas, maka kewenangan

dari pemerintah untuk melaksakan tugasnya dalam pemerintahan berasal dari

peraturan perundang-perundangan yang ada, oleh karena itu pemerintah tidak

boleh menganggap bahwa ia memiliki sendiri wewenang premarital dan tidak

boleh berbuat sesuatu selai yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

Kewenangan tidak sama dengan kekuasaan, karena kekuasaan hanyalah

menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat, sedangkan wewenang

mengandung hak dan juga kewajiban. Di dalam kewajiban dari suatu kewenangan

secara horizontal dan kewenangan secara vertikal, kewenangan secara horizontal

berarti kekuasaan tersebut berguna untuk menyelenggarakan pemerintahan

sbagaimana mestinya, sedangkan kewenangan secara vertikal berarti kekuasaan

tersebut adalah untuk menjalankan pemerintahan dalam suatu tertib ikatan

pemerintahan Negara secara keseluruhan (Ridwan HR,2002:72)

1. Sifat kewenangan

Dalam kepustakaan terdapat pembagian mengenai sifat wewenang pemerintahan,

(Ridwan HR, 2002:78-79), yaitu :

a. Terikat
Wewenang  pemerintahan yang bersifat terikat terjadi apabila peraturan pada
dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan yang bagaimana wewenang
tersebut dapat digunakan atau peraturan dasarnya sedikit banyak menentukan
tentang isi dari keputusan yang harus diambil.

b. Fakultatif
Wewenang yang bersifat fakultatif terjadi apabila badan atau pejabat tata usaha
negara yang bersangkutan tidak wajib menerapka wewenangnya atau sedikit
banyak masih ada pilihan, sekalipun pilihan itu hanya dapat dilakukan dalan
hal-hal atau keadaan tertentu sebagaimana ditentukan dalam peraturan
dasarnya.
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c. Bebas
Wewenang yang bersifat bebas terjadi apabila peraturan dasarnya memberi
kebebasan untuk menentukan sendiri mengenai isi dari keputusan yang akan
dikeluarkan atau peraturan dasarnya memberikan ruang lingkup kebebasan.

2. Sumber kewenangan

Kewenangan bersumber dari tiga cara (Ridwan HR, 2002:74), yaitu :

a. Atribusi
Atribusi merupakan pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-
undang kepada organ pemerintahan.

b. Delegasi
Delegasi merupakan pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ
pemerintahan dari satu organ pemerintahan ke organ pemerintahan lainnya.

c. Mandat
Mandat merupakan pelimpahan wewenang ketika organ pemerintahan
mengizikan kewenanganya dijalankan oleh orang lain atas namanya.

Untuk dapat memperoleh suatu kewenangan akan suatu urusan pemerintahan,

pemerintahan daerah dapat memperolehnya dari tiga cara, yaitu melalui atribusi,

delegasi dan mandat. Setelah memperoleh kewenangan dari ketiga sumber

kewenangan tersebut, barulah pemerintah dapat menjalankan kewenangannya.

Kewenangan tersebut merupakan suatu tindakan hukum dari pemerintah dan

hanya dapat dilakukan oleh aparatur negara engan tanggung jawab yang

ditanggung sendiri. Selain itu perbuatan dari aparatur pemerintahan tersebut yang

dilakukan sesuai kewenangannya akan menimbulkan suatu akibat hukum dibidang

hukum administrasi demi terciptanya pemeliharaan kepentingan negara dan

rakyat. Hal ini sesuai dengan unsur dari tindakan hukum yang dilakukan

berdasarkan kewenangan aparatur pemerintahan (Muchan, 1981 :18-19), yaitu:

a. Perbuatan itu dilakukan oleh apaat pemerintahan dalam kedudukannya sebagai
penguasa maupun sebagai alat perlengkapan pemerintahan (bestuursorganen)
dengan prakarsa dan tanggung jawab sendiri.

b. Perbuatan tersebut dilaksakan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan.
c. Perbuatan tersebut dimaksudkan sebagai sarana untuk menimbulkan akibat

hukum di bidang hukum administrasi
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d. Perbuatan yang bersangkutan dilakukan dalam  rangka pemeliharaan
kepentingan negara dan rakyat.

3. Wewenang Pemungutan Pajak Daerah

Berdasarkan Pasal 2 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 wewenang

pemungutan pajak dapat dibagi menjadi dua yaitu:

a.  Jenis Pajak provinsi terdiri atas:
1) Pajak Kendaraan Bermotor;
2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
4) Pajak Air Permukaan; dan
5) Pajak Rokok.

b.  Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:
1) Pajak Hotel
2) Pajak Restoran;
3) Pajak Hiburan;
4) Pajak Reklame;
5) Pajak Penerangan Jalan;
6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
7) Pajak Parkir;
8) Pajak Air Tanah;
9) Pajak Sarang Burung Walet;
10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

B. Pajak Daerah

1. Pengertian Pajak Daerah

Menurut P.J.A. Andriani menyatakan bahwa ”pajak adalah Iuran pada negara

(yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut

peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali,yang langsung

dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-

pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan

kepentingan-kepentingan pemerintahan” (Waluyo dan Wirawan B.Iiyas,2000:2).
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Rochmat Soemitro (1990:5) dalam bukunya ”Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak

Pendapatan”, memberikan pengertian bahwa ”Pajak adalah Iuran rakyat kepada

kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak

mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi), yang langsung dapat ditunjukan dan

digunakan untuk membayar pengeluaran umum” (Early Suandy, 2000:8).

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri melekat

pada pengertian pajak :

a. Pajak dipungut oleh negara berdasarkan Undang-undang serta aturan

pelaksanaanya yang sifatnya dapat dipaksakan.

b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi

indhividual oleh pemerintah.

c. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun daerah.

d. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari

pemasukanya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public

investment.

e. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter, yaitu mengatur.

Selanjutnya terhadap pengertian pajak daerah Kunarjo (1993:151) berpendapat

bahwa: ”Pajak Daerah adalah  kewajiban penduduk menyerahkan sebagian dari

kekayaan kepada daerah disebabkan suatu keadaan, kejadian atau perbuatan yang

memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman”

Sementara itu S. Munawir (1985:3) berpendapat bahwa : Pajak Daerah adalah

suatu pajak yang dipungut oleh daerah swatantra yaitu provinsi, kabupaten dan

kota praja untuk pembiayaan rumah tangga daerahnya, sedangkan pajak pusat atau

negara yaitu pajak yang dipungut oleh pusat tetapi penyelenggaraanya dilakukan
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di daerah oleh Institusi Pajak setempat yang hasilya digunakan untuk pembiayaan

rumah tangga negara pada umumnya.( Munawir, S. 1985).

Dengan demikian pajak daerah merupakan iuran yang dapat dipaksakan kepada

terhutang bagi yang wajib membayarnya dengan tidak mendapatkan prestasi

langsung dapat ditunjukan penggunaanya untuk membiayai pengeluaran umum

sehubungan dengan tugas-tugas dalam penyelenggaran pemerintah daerah.

Dalam Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 10 Undang Undang Nomor 28  Tahun

2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daearah yaitu Pajak Daerah, yang selanjutnya

disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang. Dengan

tidak mendapetkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan

daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sehubungan dengan pengertian tersebut di atas maka pajak daerah mempunyai

empat unsur pokok, yaitu :

a. Pajak daerah merupakan iuran kepada daerah yang dapat dipaksakan kepada

setiap wajib pajak yang ada.

b. Pajak daerah yang dipungut tidak medapatkan prestasi langsung tetapi dapat

ditunjukan setelah atau sebelum bayar pajak.

c. Pajak daerah harus berdasarkan pada Undang-Undang serta peraturan

pelaksana lainnya yang berlaku sebelumnya.

d. Pajak daerah yang dipungut digunakan untuk menyelenggarakan tugas

pemerintahan pada umumnya.
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Pajak dilihat dari segi pengelola dan pemungutannya dapat dibedakan antara pajak

pusat dan pajak Daerah, namun demikian pada prinsipnya terdapat beberapa

persamaan yaitu :

a. Pajak sama-sama dipungut oleh pemerintah dan digunakan untuk keperluan

penyelengaraan pemerintahan umumnya.

b. Pajak harus dikenakan berdasarkan undang-undang dan peraturan yang

berlaku.

c. Pajak tidak mendapatkan prestasi/imbalan secara langsung yang dapat

ditunjukan pada saat wajib pajak membayar pajaknya.

d. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum yang berhubungan

dengan tugas negara.

Untuk melihat perbedaan Pajak Pusat dan Pajak Daerah maka perlu ditinjau dari

dua sisi yaitu dari sisi tugas dan pelaksanaanya serta dari sisi tujuannya.

a. Dari segi tugas pelaksaanya.

Pajak Pusat adalah pajak yang ditetapkan pungutanya oleh Pemerintah Pusat

dan pelaksanaanya dilakukan oleh petugas pajak pusat. Pajak pusat

penggunaanya untuk membiayai rumah tangga negara Indonesia. Pajak Daerah

adalah pajak yang dipungut dan ditetapkan oleh pemerintah daerah guna

membiayai rumah tangga daerah sebagai badan hukum publik.

b. Dari segi tujuannya

Pajak Pusat mempunyai unsur politik perekonomian antara lain mengadakan

kontrol mengenai keluar masuknya barabg atau orang dari luar negeri melalui

bea masuk dan bea keluar. Sedangkan pajak daerah tidak boleh merintangi

keluar masuknya barang atau orang dari daerah satu menuju daerah lainnya.
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2. Fungsi Pajak Daerah

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah ebagaimana pajak pusat, pajak

daerah memiliki dua fungsi yaitu :

a. Fungsi Penerimaan (Budgetair)

Pajak berfunsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan

pengeluaran-pengeluaran pemerintah, Contoh : Dimasukkanya pajak daerah

dalam APBD sebagai penerimaan daerah.

b. Fungsi Mengatur (Regular)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan di

bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh yaitu dikenakan pajak yang tinggi

terhadap minumam keras, sehingga konsumsi minuman keras dapat ditekan.

Demikian pula terhadap barang mewah (Waluyo dan Wirawan B. IIyas, 2000: 2).

3. Sistem Pengenaan Pajak Daerah

Sistem pengenaan pajak (stesel pajak) yang dipakai untuk memungut pajak

daerah adalah menggunakan sisten pada umumnya, yaitu:

a. Stelsel nyata (riil stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada nilai objek yang nyata, sehingga

pemungutanya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah

nilai objek yang sesungguhnya dapat diketahui. Kelebihan stesel ini adalah

pajak yang dikenakan lebih realistis. Kelemahanya adalah pajak baru dapat

dikenakan dalam akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

b. Stelsel anggapan (fictieve stelsel)

Penggunaan pajak ini didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh

undang-undang, misalnya, nilai objek pajak dalm satu tahun sama dengan
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tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak telah dapat  berdasarkan

besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan stelsel ini

adalah pajak dapat dibayar dalam tahun berjalan, tanpa ahrus menunggu akhir

tahun. Kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak sesuai dengan keadaan

yang sebenarnya

c. Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan.

Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan,

kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang

sebenarnya. Apalagi besar pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada

pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah kekurangannya.

Demikian pula sebaliknya apabila lebih kecil maka kelebihannya dapat

diminta kembali (Waluyo dan Wirawan B. Iilyas, 2000 : 9).

4. Sistem Pemungutan Pajak Daerah

Sistem pemungutan pajak daerah menggunakan sistem pemungutan pajak pada

umumnya. Ada tiga sistem dalam pemungutan pajak daerah, yaitu :

a. Official Assesment System

Yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada

pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Jadi

wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus,

wajib pajak bersifat pasif, dan utang pajak timbul setelah dikeluarkanya surat

ketetapan pajak oleh fiskus.

b. Self Assesment System

Yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan,
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tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan,

memebayar, dan melaporkannya sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

c. With Holding System

Yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada ketiga

untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib

pajak (Mardiasmo, 2002: 7-8)

5. Asas Pemungutan Pajak Daerah

Asas pemungutan pajak daerah menggunakan asas pemungutan pajak pada

umumnya. Dalam buku An Inguiry into the Nature and Cause of Nations yang

ditulis oleh Adam Smith pada abad ke 18 mengajarkan tentang asas-asas

pemungutan pajak yang dikenal dengan The Four Cannons atau The Four Maxim

dengan uraian sebagai berikut:

a. Equality

Pembebanan pajak diantara subjek pajak hendaknya seimbang dengan

kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya

dibawah perlindungan pemerintah. Dalm hal ini equality ini tidak

diperbolehkan suatu negara mengadakan diskriminasi diantara sesama wajib

pajak. Dalam keadaan yang sama wajib pajak harus diperlakukan sama dan

dalam keadaan berbeda harus diperlakukan berbeda.

b. Certainty

Pajak yang dibayar oleh wajib pajak harus jelas dan tidak mengenal kompromi

(not arbitrary). Dalam asas ini kepastian hukum yang diutamakan adalah

mengenai subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, dan ketentuan mengenai

pembayarannya.
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c. Convenience of payment

Pajak hendaknya dipungut pada saat paling baik bagi wajib pajak, yaitu saat

sedekat-dekatnya dengan saat diterimanya penghasilan/ keuntungan yang

dikenakan pajak.

d. Economic of colections

Pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat dan seefisien mungkin,

jangan sampai biaya pemungutan pajak lebih besar dari penerimaan pajak itu

sendiri. Karena tidak ada artinya pemungutan pajak kalau biaya yang

dikeluarkan lebih besar dari penerimaan pajak yang akan diperoleh (Erly

Suandy, 2000 : 19).

6. Pembagian Pajak Daerah

Berdasarkan golongannya pajak dibagi menjadi :

a. Pajak langsung yaitu pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh

wajib pajak yang bersangkutan yang tidak dialihkan kepada  pihak lain.

Contohnya pajak penghasilan

b. Pajak tidak langung, yaitu pajak yang dapat dialihkan atau digeserkan

kepada pihak lain sehingga disebut juga sebagai pihak tidak langsung.

Contohnya pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.

7. Pemungutan Pajak Daerah

Pengertian pemungutan baik untuk pajak daerah maupun retribusi adalah suatu

rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak,

penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada
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wajib pajak serta pengawasan penyetorannya. Pemungutan pajak maupun retribusi

daerah ini tidak dapat diborongkan.

Pemungutan pajak tidak dapaat diborongkan dan dipungut berdasarkan penetapan

kepala daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak. Pemungtan pajak berdasarkan

penetapan dilaksanakan dengan menggunakan surat ketetapan pajak daerah atau

dokumen lain yang dipersamakan. Sedangkan pembayaran pajak yang diajukan

sendiri oleh wajib pajak dilakukan dengan menggunakan surat pemberitahuan

pajak daerah. Surat ketetapan pajak daerah kurang bayar dan surat ketetapan pajak

kurang bayar tambahan. Terhadap wajib pajak tersebut dapat diterbitkan surat

tagihan pajak daerah, surat keputusan pembetulan, surat keputusan pemberatan

dan putusan banding sebagai dasar pemungutan dan penyetoran pajak

C. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

1. Sejarah BPHTB

Dalam zaman reformasi ini sesungguhnya Direktorat Jenderal Pajak telah

melakukan reformasi di bidang perpajakan sejak tahun 1983 dengan

diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 (selanjutnya disebut UU

No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, UU No.

7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan dan UU No. 8 Tahun 1983 Tentang

Pajak Pertambahan Nilai, yang kemudian disusul dengan UU No. 12 Tahun 1985

Tentang Pajak Bumi dan Bangunan dan UU No. 13 Tahun 1985 Tentang Bea

Materai. Ide dan reformasi atau pembaharuan sistem perpajakan nasional (PSPN)

yang dimulai oleh Bapak Radius Prawiro (Menteri Keuangan waktu itu) dan
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bapak Salamun AT (Direktur Jenderal Pajak waktu itu), merupakan upaya

langsung yang diharapkan dapat meningkatkan rencana penerimaan negara dan

merupakan kebijakansanaan  terpenting yang telah ditetapkan oleh pemerintah

untuk membangun sitem perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Sebelumnya sejak tahun 1924, setiap perolehan hak atas tanah dibebani pajak,

yang disebut Bea Balik Nama Harta Tetap, sebagaimana diatur dalam Ordonansi

Bea Balik Nama Harta Tetap 1924 (Staatblad No. 291)

Bea Balik Nama ini dipungut atas setiap perjanjian pemindahan hak atas tanah

harta tetap yang ada di wilayah Indonesia, termasuk peralhan harta karna hibah

wasiat yang ditinggalkan oleh orang-orang yang bertempat tinggal terakhir di

Indonesia (Penjelasan UU No.21 Tahun 1997), Ordonansi Bea Balik Nama Harta

Tetap mengenakan pajak atas:

1. Semua perjanjian pemindahan harta tetap yang terletak atau berada di

Indonesia.

2. Akte pendaftaran dan pemindahan kapal

3. Semua peralihan karena warisan atau legaat dari harta tetap atau kapal yang

terdaftar yang ditinggalkan oleh orang-orang yang mempunyai tempat tinggal

terakhir di Indonesia.

Harta tetap menurut Ordonansi tersebut adalah barang-barang tetap dan hak-hak

kebendaan atas tanah, yang pemindahan haknya dlakukan dengan perbuatan akta

menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang, yaitu Ordonansi Bea Balik

Nama Staatsblad 1834 No. 27 (penjelasan UU No. 21 Tahun 1997).
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Berlakunya atau terbitannya Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960, hak-hak

kebendaan yang dimaksudkan diatas tidak berlaku lagi, karena semua telah diganti

dengan hak-hak baru yang diatur dalam Undang-Undang tentang Peraturan Dasar

Pokok Agraria. Dengan demikian sejak diberlakukannya Undang-Undang tentang

Peraturan Dasar Pokok Agraria, Bea Balik Nama atas Harta Ttap berupa hak atas

tanah tidak dipungut lagi. Sedangkan ketentuan mengenai pengenaan pajak atas

akta pendaftaran dan pemindahan kapal yang didasarkan pada Ordanansi Bea

Balik Nama staatsblad 1924 No. 291 masih tetap berlaku. Ordanansi Bea Balik

Nama Harta Tetap dicabut tahun 1997 dengan diundangkannya UU No. 21 Tahun

1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Namun kemudian baru berjalan kurang dari 3 (tiga) tahun UU No. 21 Tahun 1997

ini diubah menjadi UU No. 20 Tahun 2000 Tentang BPHTB yang mulai

diberlakukan pada tanggal 1 juli 2001 dan pada tahun 2009 Pemerintah kembali

melakukan pembaharuan tentang sitem perpajakan. Hal ini dipicu karena adanya

UU. No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang mengakibatkan

pemerintah daerah membuat dan memberlakukan UU No 28 tahun 2009 Tentang

Pajak dan retribusi daerah. Dengan lahirnya UU No 28 Tahun 2009 ini maka

pajak BPHTB diatur dalam Pemerintahan Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah

dan Peraturan Bupati.

2. Pengertian BPHTB

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Bea Perolehan Hak Atas Tanah

dan Bangunan adalah jenis pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah

termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya,sebagaimana dimaksud

dalm undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.
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BPHTB pada dasarnya dikenakan atas setiap prolehan hak yang diterima oleh

orang atau badan yang terjadi dalam wilayah hukun Negara Indonesia. BPHTB

merupakan pajak yang terutang dan harus dibayar oleh pihak yang memperoleh

suatu hak atas tanah dan bangunan agar akta atau risalah lelang, atau surat

keputusan pemberian hak dapt dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang

berwenang.

Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa

hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh

orang pribadi atau badan. Perolehan hak atas tanah dan bangunan dapat terjadi

karena dua hal, yaitu peristiwa hukum (pewarisan) dan perbuatan hukum seperti

jual beli, tukar menukar.

3. Dasar Hukum Pemungutan BPHTB

Setiap pemungutan pajak yang dapat menimbulkan beban bagi masyarakat harus

dilakukan dengan persetujuan masyarakat, dalam hal ini DPR, dan dituangkan

dalam bentuk Undang-Undang. Karena penerapan BPHTB di indonesia juga

dilakukan dengan dasar hukum yang jelas melalui Undang-Undang serta

Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktorat

Jenderal Pajak dan Keputusan Pejabat yang Berwenang lainnya sebagai aturan

pelaksaan dari undang-undang BPHTB. Aturan yang menjadi daaar pemungutan

BPHT B di Indonesia saat ini adalah sebagai berikut :

a. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988); Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan

Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130,
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b. Peraturan Pemerintah Nomor 111 Tahun 2000 tentang Pengenaan Bea

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Karena Waris Dan Hibah Wasiat

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 213, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4030);

c. Peraturan Pemerintah Nomor 112 tahun 2000 tentang Pengenaan Bea

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Karena Pemberian Hak

Pengelolaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor

214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4031);

d. Peraturan Pemerintah Nomor 113 Tahun 2000 tentang penentuan besarnya

nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak

e. Keputusan Menteri Keuangan No. 516/KMK.04/2000 Tentang Tatacara

Penentuan Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak BPHTB

f. Keputusan Menteri Keuangan No. 517/KMK.04/2000 Tentang Tata Cara

Pembayaran BPHTB

g. Keputusan Menteri Keuangan No. 87/KMK.03/2002 Tentang Pemberian

Pengurangan BPHTB

h. Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No. Kep-24/PJ/2000 Tentang Tatacara

Penerbitan Surat Ketetapan BPHTB Lebih Bayar (SKPLB) dan Perhitungan

Kelebihan Pembayaran BPHTB

i. Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No. Kep-221/PJ/2002 Tentang Tatacara

Pemberian Pengurangan BPHTB

j. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2009 Tentang Pajak dan

Restribusi Daerah
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k. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah No.2 Tahun 2010 Tentang

Bea Peolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

l. Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Tengah No. 11 Tahun 2011 Tentang

Pelaksanaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan


